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Abstrak
 

Notaris sebagai pejabat publik, apabila ia dijatuhi hukuman pidana, maka ia dapat dikenakan sanski

pemberhentian dengan tidak hormat seperti yang diatur dalam Undang- Undang Jabatan Notaris. Ketentuan

untuk sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bagi notaris telah ada, namun dirasa tidak cukup jelas.

Permasalahan yang menjadi bahasan adalah a. substansi tindak pidana yang diklasifikasikan dengan sanksi

pemberhentian tidak hormat dan b. upaya hukum bagi notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan

tidak hormat karena dipidana dengan ancaman dibawah lima tahun. Metode penelitian berupa yuridis

normatif, menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, melalui penelusurun berbagai

literatur. Pendekatan analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berkenaan dengan substansi

bahwa tindak pidana yang diklasifikasikan dengan sanksi pemberhentian tidak hormat bagi notaris adalah

tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, dalam perbuatannya sebagai diri pribadi atau individu, maupun dalam jabatannya seperti diatur

dalam Pasal 13 Undang Undang Jabatan Notaris, juga perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat

notaris seperti berzinah dan narkoba, yang diatur dalam Pasal 12 Undang Undang Jabatan Notaris.

Selanjutnya upaya hukum bagi Notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat padahal

yang bersangkutan dijatuhi pidana kurang dari lima tahun adalah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata

Usaha Negara, tertuju kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Tertugat I, dan Majelis

Pengawas Pusat Notaris sebagai Tergugat II.

......A notary as a public official, if he is sentenced to a criminal sentence, he can be subject to a

dishonorable discharge sanction as regulated in the Law on Notary Positions. Provisions for dishonorable

dismissal for notaries already exist, but they are not clear enough. The problems under discussion are a.

substance of a criminal act classified with a dishonorable discharge sanction and b. legal remedies for

notaries who are sentenced to dishonorable discharge because they are sentenced to under five years. The

research method is normative juridical, using data collection tools in the form of document studies, through

various literature searches. The analytical approach with a qualitative approach. The results of the study

relate to the substance that criminal acts classified with dishonorable discharge sanctions for notaries are

criminal acts with a threat of imprisonment of 5 (five) years or more that have obtained permanent legal

force, in their actions as individuals or individuals, as well as in their positions such as regulated in Article

13 of the Law on Notary Positions, as well as acts that degrade the dignity of a notary such as adultery and

drugs, which are regulated in Article 12 of the Law on Notary Positions. Furthermore, legal remedies for a

Notary who is sentenced to dishonorable dismissal even though the person concerned has been sentenced to

less than five years is to file a lawsuit with the State Administrative Court, directed to the Minister of Law
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and Human Rights as Defendant I, and the Notary Central Supervisory Council as Defendant II.


